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BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR   43   TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 
Menimbang  : a. bahwa pemerintah kabupaten mempunyai tanggung 

jawab untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia;  

;  
b. bahwa pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban 

untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari 
keluarga tidak mampu; 

 

c.  bahwa pemerintah kabupaten mempunyai tanggung 
jawab untuk memberikan dukungan sumberdaya 

terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi; 
; 

d. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber 
daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, 
pemerintah kabupaten berupaya untuk meningkatkan 

akses pelayanan pada pendidikan tinggi; 
 

e. bahwa dalam upaya peningkatan akses pelayanan 
pendidikan tinggi, perlu ditetapkan kebijakan untuk 

memberikan beasiswa pendidikan tinggi; 
 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan 
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Beasiswa Pendidikan Tinggi; 
 

 
Mengingat    :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5336); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun  

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 81);  
 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2008 Nomor 1); 

 
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor  108  ). 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN 

TINGGI 
 

BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Definisi 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. 

 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Rembang. 

 
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 
program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi, serta program spesialis, yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

 

 
Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan dan Azas  
 

Pasal 2 
 

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi dimaksudkan untuk 

meningkatkan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat. 
 

Pasal 3 
 

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi bertujuan 
memberikan akses pendidikan tinggi. 

 

Pasal 4 
 

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi berazaskan : 
a. obyektif: penentuan sasaran penerima beasiswa 

pendidikan tinggi harus memenuhi ketentuan; 
b. transparan: pelaksanaan pemberian beasiswa 

pendidikan tinggi bersifat terbuka dan dapat diketahui 

oleh masyarakat; 
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c. akuntabel: pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan tinggi dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun 
hasilnya; 

d. tidak diskriminatif: setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat 
memperoleh beasiswa pendidikan tinggi. 

 

BAB II 
 

KRITERIA MAHASISWA YANG MENDAPATKAN BEASISWA 
 

Pasal 5 
 

(1) Mahasiswa adalah peserta didik dan/atau lulusan SMA atau yang 

sederajat yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi atau 
sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi; 

 
(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk 

Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk 
dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

(3) Jurusan maupun program studi dari mahasiswa penerima beasiswa 
merupakan jurusan maupun program studi yang mampu mendukung 

pelaksanaan prioritas pembangunan di Kabupaten Rembang. 
 

(4) Pemberian beasiswa dapat berupa beasiswa untuk mahasiswa dari 
keluarga tidak mampu. 

 

(5) Mekanisme teknis pemberian beasiswa pendidikan tinggi ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Pendidikan. 

 
BAB III 

 
PELAKSANAAN 

 

Pasal 6 
 

(1) Kegiatan pemberian beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan. 

 
(2) Nama penerima dan besaran pemberian beasiswa pendidikan tinggi 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB IV 

 
PENGAWASAN 

 
Pasal 7 

 

(1) Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pemberian 
beasiswa pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya. 

 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring 

evaluasi. 
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BAB V 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Rembang. 
 

Ditetapkan  di Rembang 

pada  tanggal  19 Desember 2014 
   

     Plt. BUPATI  REMBANG 
        WAKIL  BUPATI 

 
ttd 
 

     H. ABDUL HAFIDZ 
 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 19 Desember 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 

ttd 
 

HAMZAH FATONI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR  43 
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